
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana menyediakan tempat berjudi di Pengadilan Negeri 

Kelas 1 A Padang bisa kita lihat dari beberapa teori dan pedoman di 

KUHAP. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang 

dimaksud adalah: a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat, d) 

Petunjuk dan e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah 

diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) 

2. Pembuktian dalam putusan menjatuhkan pidana terhada pelaku tindak 

pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri 

Kelas 1 A Padang dibuktikan atas dasar bukti-bukti yang diajukan 

penuntut umum di persidangan, bukti yg diajukan akan dinilai oleh hakim 

apakah bukti tersebut berhubungan dan dapat ditarik suatu fakta dan fakta 

tersebut memenuhi suatu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, 

apabila bukti tersebut relevan maka hakim akan memutuskan bahwa 

terdakwa itu terbukti bersalah. 

 

B. Saran 



 

 

1. Dari hasil penelitian dan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan maka 

saran penulis adalah perlunya kerjasama semua pihak untuk 

menanggulangi tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang. 

Dalam meminimalisir dan menekan angka tindak pidana perjudian di Kota 

Padang, pihak Kepolisian Kota Padang sebagai aparat penegak hukum 

yang berkewajiban dan berwenang dalam mencegah atau menanggulangi 

kejahatan, khusunya tindak pidana perjudian diharapkan untuk lebih 

meningkatkan kinerja dan bekerja seefektif mungkin. Pihak kepolisian 

diharapkan juga meningkatkan hubungan dengan semua pihak untuk 

memudahkan kepolisan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat 

penegak hukum. Agar apabila terjadi tindak pidana perjudian yang 

dilakukan oleh masayarakat maka akan memudahkan pihak Kepolisian 

Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.  

2. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena tidak sepenuhnya setiap 

tempat perjudian bisa diawasi oleh kepolisian, karena butuhnya laporan 

dan dukungan dari masyarakat untuk memberantas perjudian, sehingga 

tidak membukakan peluang sedikitpun bagi pelaku perjudian. 

 

 


